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Risiko Rendah
✓ C ukup Nomor

Induk Berusaha  
(NIB)

✓ UM K Risiko  
Rendah,NIB

sebag a iperizinan  
tunggal (identitas 
dan legalitas, SNI,  
serta sertifikasi 
jaminanproduk
halal)

Risiko Menengah
Rendah
NIB + Se rtifika t  

Standar (SS) (*Self 

Declare)

Risiko Menengah
Tinggi
NIB + SS
(*Se lf Dec la re &

Verifikasi)

Risiko Tinggi
NIB + Izin
(+lampiran teknis)

Perizinan Berusaha
Proses perizinan kegiatan berusaha 

diubah dari berbasis izin ke risiko

Sesuai: Pasal12 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 209 ayat (1) ,Pasal 210 ayat (1)

- SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya
akan dilakukan pendampingan/fasilitasi oleh
Badan Standardisasi Nasional (BSN)

- SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan

pendampingan/ fasilitasi oleh Badan
Penyelengga ra Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Kementerian Agama

Penerbitan Perizinan Berusahamelalui sistem OSS oleh :
- Lembaga OSS
- Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga
- Kepala DPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur
- Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota atas anama

Bupati/Walikota
- Administrator KEK
- Badan Pengusahaan KPBPB

Catatan :

- PB Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU), dapat diajukan oleh PU jika diperlukan

- Persyaratan Dasar :KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG+SLF

Mandat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Skala Usaha –UMK

Skala Usaha–Non UMK

Penjelasan PP 7/2021 Pasal 35

Ayat 2  Modal usaha merupakan

modal sendiri dan
modal pinjaman untuk menjalankan

kegiatan
usaha.



Skala Usaha –UMK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI),baik orangperseoranganmaupun badan usaha, 

dengan modal usahamaksimal Rp5miliar, tidak termasuktanah dan bangunan tempat usaha.Sesuaidengan Undang-Undang 

Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,terdapat perubahankriteria modal usahaUMK sebagai berikut:

MIKRO

Sebelum UU CK:
<Rp 50 juta

<Rp 1Miliar

KECIL

Sebelum UU CK:
>Rp 50 juta <500 juta

Rp >1Miliar s/d Rp 5Miliar

NOTE :
Pelaku Usaha UMK Perseorangan dalampermohonannya dapat menggunakan Mobile App, dengan
mendownload App OSS INDONESIA di Play Store (Android) dan App Store (iPhone). Dibutuhkan NIK 
(e-KTP) dan no ponsel yang sudah ada whatsapp (wa)



Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS

NOTE :



Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko

Registrasi 

Hak Akses  

OSS

UMK

Non UMK

Isi Data  

Pelaku Usaha

Isi Data  

Kegiatan  

Usaha
Smart engine *

Validasi Tata 

Ruang

- Pernyataan  
mandiri 
Tata ruang  

(UMK)

- PKKPR (utk 
Non UMK)

Risiko?

Rendah

Menengah  

Rendah

Menengah

Tinggi

Tinggi

NIB dan

SPPL

NIB +SS

otomatis dan
PKPLH

otomatis

NIB +SS

belum 
terverifikasi

NIB

Pemenuhan  

syarat SS

Pemenuhan  

syarat Izin

SS

terverifikasi

Izin

Persetujuan  

Lingkungan

Persetujuan

Lingkungan

SPPL saja atau

+PKPLH

SPPL saja atau

+PKPLH/SKKL

PB-UMKU



Penerima HakAkses

Pasal 11 ayat 2 (perBKPM no. 3/2021)

K/L terkait

DPMPTSP 
Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

DPMPTSP Provinsi

Badan Pengusahaan
KPBPB

Administrator KEK

Amanah PP 5/2021 

Subsistem Perizinan Berusaha diakses
menggunakan hak akses oleh: 
• Pelaku Usaha; 
• Lembaga OSS; 
• kementerian/l embaga; 
• DPMPTSP provinsi; 
• DPMPTSPkabupaten/kota; 
• Administrator KEK; dan 
• Badan Pengusahaan KPBPB. 

Pengelola hak akses dapat memberikan
hak akses turunan sesuai kewenangan dan 
kebutuhan yang diperlukan. (Penjelasan
Pasal 171 PP 5/2021)

>> Hak Akses juga diberikan kepada pengelola Kawasan Industri (KI) dalam penerbitan RKL-RPL rinci

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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Perizinan Berusaha (Teknis)



PELAKU USAHA EKSISTING
(sudah memiliki izin yang masih berlaku)

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.
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Pelaku Usaha Eksisting –Memiliki Izin Masih Berlaku

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



Pelaku Usaha Eksisting –Produk
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Perizinan Berusaha Untuk  Mendukung Kegiatan Usaha

(PB UMKU)

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
(PB UMKU)
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Metode Pemrosesan PB UMKU (Non Transaksional)

SISTEM OSS  

(PUSAT)

SISTEM OSS  

(DAERAH)
INTEGRASI

o Integrasi (SSO) antara OSS  

dan sistem KL o Melalui Hak Akses OSS

o Dapat mengakomodir

lampiran data teknis

o Melalui Hak Akses OSS

o Dapat mengakomodir lampiran

data teknis

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



Alur Permohonan PB-UMKU

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.

Daftar Kegiatan  

Usaha Utama

Perizinan Berusaha  

KBLI

Misalnya:

- KBLI Industri

- Lokasi A

Permohonan PB-

UMKU
PB-UMKU

Daftar Kegiatan  

Usaha Pendukung  
UMKU

Verifikasi  

PB-UMKU *

Berlokasi BEDA dengan  

KEGIATAN UTAMA

*) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis  

untuk kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP



Format Perizinan UMKU (Halaman Depan dan Lampiran Teknis)

Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.



Copyright © 2023 Kementerian Investasi/BKPM. All rights reserved.

Update Fitur
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Fitur Bantuan KendalaAkun1
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Update Fitur Perubahan Data Usaha2
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Update Fitur Perubahan Data Usaha

Data terkait lokasi usaha tidak dapat diubah, perubahan lokasi
menggunakan mekanisme input data baru melalui menu 
pengembangan



Menu perubahan data lampiran teknis ini hanya untuk data yang tercantum dalam lampiran
teknis dan tidak terkait dengan elemen data isian dalam form permohonan Perizinan Berusaha.

Fitur Perubahan Data Teknis3



Pilihan Pendukung apabila KBLI Utama sudah terbit NIB4



NIB SS/Izin

Produk

Pilihan jenis Kegiatan Pendukung hanya muncul apabila KBLI Utama 

sudah terbit NIB



Fitur koreksi alamat usaha atas KKPR yang sudah terbit

1. Adanya Permohonan perubahan atas alamat yaitu hanya perubahan nama Gedung
2. Adanya kemungkinan perubahan nama jalan dll namun tidak berubah posisi/ koordinat karena kebijakan pemerintah

(bukan karena pemekaran)

• Klik menu perubahan data usaha
• Hanya bisa mengubah alamat, data kode pos, provinsi, kab/kota, kecamatan dan kel/desa

terkunci

• Permohonan ini masuk di akun verifikator 181

• Bila telah disetujui alamat akan memutahirkan alamat pada PD dan PB
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Penyesuaian bisnis proses Pengajuan UMKU yang 
membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan

Lingkungan

Fitur yang digunakan pelaku usaha apabila membutuhkan UMKU di lokasi yang berbeda dengan kegiatan usaha
utamanya yang membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan Lingkungan
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Penambahan filter multi pencarian pada akun
verifikator dan persetujuan K/L/D

K/L/D melalui hak akses OSS dapat melakukan pencarian data perusahaan menggunakan mekanisme multi 
pencarian dengan memilih beberapa parameter yang akan dilakukan pencarian
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Tembusan sesuai kewenangan atau lokasi8



Pengajuan
Perizinan
Berusaha

(Terbit NIB)

AMDAL (SKKL)

UKL-UPL (PKPLH)

SPPL

Penapisan
Persetujuan
Lingkungan

Penerbitan Penetapan
Pemenuhan Persyaratan

Dasar PKPLH/SKKL 

Proses di OSS-RBA

Proses di Amdalnet

SSO

• Integrasi Amdalnet dengan OSS-RBA pada tahun 2024 untuk pengajuan persetujuan lingkungan baru 
(go live pada Maret 2024)

• Integrasi proses perubahan persetujuan lingkungan, akan dilanjutkan pada tahun 2024

Proses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB 
Risiko MT dan T

Di luar Kawasan Industri

Proses 
Pemenuhan
Persyaratan

Dasar

Penyusunan
Dokumen Lingkungan

Penerbitan Persetujuan
Lingkungan
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Proses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB 
Risiko MT dan T



Panduan SSO Amdalnet dan OSS



Kendala …. (i)
> Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?

1. Masuk ke akun Pengelola Hak Akses – menu Administrator

2. Lalu ke Hak Akses Turunan, akan menampilkan Daftar Pengguna Hak Akses



Kendala …. (ii)
> Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?

3. Mohon dicek bagian tabel Izin Dasar/UMKU, apakah sudah di check list atau belum



Tatap Muka*WhatsApp
0 8 116774642

Email
kontak@oss.go.id

Media
Sosial

MEDIA LAYANAN KONSULTASI OSS BERBASIS

RISIKO

mailto:kontak@oss.go.id



